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ABSTRAK

‘Riko Riyanda. Skreipsi S1. Pelaksanaan Peran dan Fungsi Politik
Anggota DPDY Sumiatera Barat Pada Masa Jabatan Tahon 2004-2009,
Jurnsan Ilmu Politik, Fakultas Imo Sosial dan Tme Politik, Universitas
Andalas, Padang, 148 Hal, I8 Buku, 1 Thsertasi, 1 Makalah, 3 Artikel Koran
I Artikel Interned.

Terbentuknya DPD {Dewan Perwakilan Daerah) berawal dari keinginan
untuk menghimpun dan memperjuangkan asprast daerah di tingkat pusat yang
selama orde baru tidak terwakill dengan adanya utwsan dasrah Adapun mumusan
mazalah dalam penelitian im adalab bagaimang pelaksanaan peran dan fungsi
anggzota DPD Sumatera Barat pada masa jabatan tabun 2004-2009, dan tjuan dari
penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan peran dan fungsi
anggota DPD Sumateara Barzt. Kerangka Leori yang digunakan ialah teoni peran,
teart fungst, teert mandat, dan teon weak hieameral (bikameral lunak)

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan
desain  penelitian  deskriptif.  Teknik  pengumpulan data  dilakukan  dengan
wawancara dan dokumentasi, sementara teknik kegbsaban data yang digunakan
penelitt menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data, Pemilihan informan
dilakukan dengan tekmk prrposive sampling.

Derdasarkan hasil penelitian, maka dapat dijelaskan bahwa peran dan
hangsi anggota DPDY Sumatera Basat belum maksimal, karena adanya fakleor
kewenangan terbatas. Mengscu teonn vang dikemukakan oleh dndrew SEHiy
negara Indonesia memprakiekkan teort weak bicamerad (bicameral lunak), dengan
keadaan ini olomatis DPD kelulangan fungsi sebagei lembapa legislatif, sebah
angeota DPD tdak mempunya hak kewenangan untuk mengambil keputusan.
. Terlepas dari itu bukan berarti enggotaz DPD lalu kehilangan rasa untuk
memperjuangkan aspirasi daerzh di tingkat pusal

Pendapat Heinz Fadan dalam definisi wakil, anggota DPD bak personal
maupun institusional merupakan wiekil dan warga negara yang ada di lingkup
perwakilan secara keseluruban MNamun fakiaoya tidak semus anppota DPD
termasuk Sumbar yang mengacu pada pendapat Hewz Ewlow, karena adanya
keterbatasan kewenangan terscbut. Selain lemzhnya koordines: sesama anggota
DPD Sumbar, hal ini disebabkan karcna belum adanye Sekretariat DPD di dacrah
uetuk melancarkan komunikasi di tingkal pusat. Dengan demikian hasil penelitian
ini dapat disimpulkan babwa pertamg, [akior latar belakang dan kurangooya
pengalaman sebelum menjadi anggota DPD mempengaruln efcktifitas peran
mereka, kedua dalam  melakukan perancyva, anggota DPD Sumbar  telzh
melakukan reses dan kunjungan kena ke daerzh konstituesnnya Dan vang ketiga
secara keseluruhan anggota DD Sumbar masih belum maksimal dalam berperan,
urtuk it perlu adenya evalusasi agar lebih baik lagi ke depannya,

Fala Funci : Dewan Perwakilan Daeral (DPD), Fungsi Politik dan pemile
legislatif



BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Perbincangan mengenai otonomi daerah’ telah lama bergulir di tengah-
tengah masyarakat, kemunculan otonomi dasrah ini dalam sejarahinya mengalami
rentetan waklu vang sangat panjang, Sciarah membuktikan bahwa otonoms; dacrah
muncul secara de focte sejak runtubnva rezim otoritarian Socharto, Runtuhnya
rezim otoritarian fersehut  memberikan dampak  positif’ bagi perkembangan
kedacrahan di Indonesia, Jika selama rezim Socharto, Indonesia memakai sistem
sentralisasi. maka setelah runtuhmva rezim Socharto, sistem sentralizasi tefah
berubah  bentuk  menjadi sisterm desentralizasi. Ini mengisvaratkan  bahwa
kewenangan pemerintah dacrah untuk mengelola daerabnya sendiri menjadi lebil
luns. Dengan adanya kewenangan vang loas i, diharapkan Indonesia ke depan
akan lebih menparsh pada bangsa vang bersifat demokratis,

Senada dengan ilu, untuk memenuhi tuntutan demokrasi, memenuhi rasa
keadilan masyarakal daerah, memperluas dan  meningkatkan semangat  dan
kapasitas partisipasi dacrsh dalam kehidupan nasional, serla untuk memperkiim
Negara Kesatuan Republik Indenesia, maka salah saty perubahan fundamental
UL 1945 vang diperbaharui adalah mengenal susunan dan kedudukan MPR
vang meliputi pula lahimnya institusi barg vakni, DPD. Pembentukan DPD ini
dilakukan melalsi amandemnen keliga Undang-Undang Pasar Megara Fepublik

indonesia tahun 1945 (UUD 1945) pada 9 November 2001, scjak perubahan it

Stomommi daeral adabal kewenangan daerah olonom unek mengitur dan mengunis kepentingn
mEsyurakal tnenurut prakarss sendin berdasackun asprrasi masvarakar sesuaj dengan peraiurun
pef-undang-undangan,
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maka sistem perwakilan Indonesia berubah dard sistern unicameral menjadi sistem
bikameral.?

Adapun dasar pemikiran perubahan sistem perwakilan tersebut adalah
berkembanenya pandangan temtang perlu adanya lembaga vang dapat mewakili
kepentingan-kepentingan daerah, serta mejapa keseimbangan antar daerah dan
antara pusal dengan daerab secara adil dan serasi, Gagasan dasar pembentukin
DPD adalah keiginan untuk mengakomodasi aspirasi dacrah sebaligus memberi
peren lebih besar kepada daerah dalam proses pensambilan keputusan politik
untuk hal-hal teratama yang berkaitan langsung dengan kepentingan daemh,
Keinginan tersebut berangkal dad indikasi yang nyata bahwa pengambilan
weputusan  yang bersifal sentrabistik pada masa lalu telah mengakibatkan
ketimpangan dan rasa ketidakadilan, dan diamaranya jugs memberi indikasi
ancaman keutuhan wilayah negara dan persatuan nasional’ Dad konstitusi vang
mengatur lembaga ind, akan dapat diketahni kontribusi politk apa yang akan
diberikan oleh lembaga ini kedepannyva,

Setelab amandemennya UUD 19435 uniuk ketiga kalinya pada tanppal ©
November 2000, memunculkan peran  DPD sebagai  perwakilan  daerah,
sesungpuhnya menjadi menarik untuk dibahas dan dikaji lebih fanjut, Dimang
UL 1945 pasal 2 (1} disebutkan;

“Mujelis Permmovawararan Rakvar terdivi atay agrEala Dewan Perwalilan

Rakyar dan Anggota Dewan Perwakilan Daeral vang dipilih melofui
pemilihon wmum dan diarer lebik lanjur densan Undang-Undang.

Marcus Gunawan. Buke Plaae Calon Angrota dan Anggera Lepistatff (PR DPRD. dow DR
Tekata : Visi Media Pustaka, 2008, hlm. 122
Reni Dwi Purmomowati. Implemeniasi Sistem Rikomeral didam Parlemen Indonesia, Jakurta
Raja Grulindo Persada, 2005, hlm. 214
Srmandemen ke 3 000 1945

]



Terlihat di dalam pasal tersebut komposisi parlemen Indonesia ssat ini
adalah MPR terdini atas angpots DPR dan anggeta DPD. Adapun tugas dar DPD
ikut membabas bersama DR atas Rancangan Undang-Undang yang berkaitan
dengan  ownomi  dacrah, hubunpan pusat dan daerah, pembentukan  dan
pemckaran, dan penpgabungan daerah, pengelolaan sumber dava alam, dan
sumber dava ekonomi lainnya, seriy yang berkaitan perimbangan keuangan s
dan daerah, yang disjukan oleh pemerintah ataw hak inisiatf PR

Berangkat dari perubahan  amandemen UL 1045 dengan  bentuk
bikameral, disini memberikan maksud dan tjuan bahwa di Indonesia harus adq
vang  mewakili aspirasi i daerah  sejalan dengan  amendenen  ferscbut.
Dibentuknya DPD sebagai badan perwakilan di daerah. khususnya angpota DPD
Sumatera Barat vang menjadi objek vang akan diteliti, diharapkan nantinya
pelaksanaan funpsi palitik  dan peran DPD ini bisa menyampaikan aspirasi dari
rakyat daerah sebagai badan perwakilan rakyat di daerah, lebih-lebih momentum
pelaksanaan otonomi daergh menjad] dasar pijakan mengapa lembaga ini harus
ada di daerah-daerah Indonesia,

Dalam sejarahnya, DPD dididkan 1 Oktaber tahun 2004, ketika 128§
“ngpota DPD yang terpilih untuk pertama kalinya dilantik dan diambil
sumpahnya, Di dalam UUD 1945 pentingnya keberadasn perwakilan dacral
Siparlemen  diskemodasi  dalam konsep utusan dacrah i dalam Majelis
fermusvawaratan Rakyat (MPR), ¥ang bersanding dengan utusan golongan dan

= 2zota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),

o 22 Tabun 2003pasal 43 avar | ientang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan
PRI
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BAB VIl
PENUTUP

A, Kesimpulan

Dari weatan sebelumnya. sampailah penuliz pada kesimpulan balwa fungsi
dan peran anggota DPD Sumbar dapat dilihat sejak 2004-2009. untuk mengetaui
peran anggeta DPD Sumbar tersebut, dapat dilihat pada faktor utama yakni:
perfama, latar belakang dan pengalaman sebelum menjadi angeots DPD, Ta lebih
produktif’ dan telah menghasitkan berbagai macam karva dan produk Undang-
Undang wang berguna bagt dsersh. sehingga mendapat perhatian di publik,
babkan pembukiian itn dilakvkanoya  dempan program  yang  benar-benar
dijalankan. kedwa, anggota DPD telab melakukan reses dan kusjungan kerja
sehingea  lelah  menghasitkan Rancanpan  Undanp-Undang  sesuai  dengan
kebutuhan daerah konstituennva.

Berdasarkan tujuan penelitian, dijelaskan bahwa deskripsi dan idenrifikasi
fungsi politik dan peran angeota DPD o sudah dilakukan melalul reses, dan
pengajuan reses tersebul dilaporkan pads PAH maupun paripursa. Sebagaimns
vang diamanatkan dalam aturan fungsi repulasi UUD 1945, anpgota DPD 1elah
dilaksanakan secara maksimal, ini berarti bahwa angeota DPD tersebut sudah
berperan, namun masih terdapat permasalaban fungsi politik dari peran tersebut,

Berikut ini dijelaskan hasil identifikasi fungsi yang dilakukan angpota
DPD Sumbar Irman Gusian dan Mochatar Naim, karena dua orang ini cukup
produkiif dalam berperan menurut deppan respon dari masvarakat, pertama dac
[rman Gusman yakni diantaranya:

I, Irman Gusman telah menjabat sebagai Wakil Pimpinan DPD RI di pusat, dan

manghasilkan 130 produk Undang-Undang untuk memperjuangkan aspirasi

L44
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dacrah di tingkal nasional, bersama koleganva menpgagas forum  The
fndonesian Regional Tnvestment Forum (IRIF), wjuan menggagas mendirikan
forum ini adalah berkaitan dengan tugas DPD dalam mengawal otonomi
daerah agar daerah memiliki kemandirian dan dava saing,

Berkaitan dengan program vang  diperjuangkan  Irman Gusman  adalah
perubahan APBMN menjadi lebib meningkal, contohnya, di awal DPD
terbentuk perimbangan APBN dari 80% untuk pusat dan 20% unk daerab
sedangkan pada tabun 2009 sudah mencapal 30% untuk deerah. dan vane
terkail dengan program anggaran pendidiksn 20% sampai sekarang sudah
terpenuhi.,

Angaota DPL lain yaitu Mochtar Naim vang deduk di anggota PAH [ dan

PALL T, hasil kefjanya dapat dilihat dalam fakior-faktor berikut ini:

1.

ra

Dalam bidang pendidikan memberikan ide dan pagasan yang dinilai cukup
baik bagi perkembangan dunia pendidikan  di Sumatera Darat, miszinya
meningkatkan pengadaan buku-buku ke sekolah-sekolah melalui keda sama
antara pemerintah dalam hal ind Diknas di daereab.dan pihak-pihak sekolah

antara lain Fomite Sekolah.,

. Dalam menyelesaikan konflik antara Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi

(PP 84 Tahun 1999 tentang Pemekaran Wilavah), peran Maochiar Maim spal ity
memadi mediator dalam penyelesaian konfilik tersebut.

Berdasarkan dari hasil \rangulasi kepada masyarakat didapat  data

bahwasannya, angpeota DPD o Sumbar telah  melakukan perannya  dengan

melakukan reses ke lapangan, dari hasil reses angoota DPD tersebut sesuai dengan

informasi vang di dapat dari masvararakat, namun dar peran vang dilakukan
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